
BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN 
TAHUN 2010 NOMOR 23 

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 

NOMOR : 23 TAHUN 2010 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 38 
TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR 

TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN 

WALIKOTA PEKALONGAN, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka melindungi kegiatan pasar tradisional dan 
Usaha Dagang Kecil Menengah terhadap tumbuhnya Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modern, maka perlu diatur jarak antara Pasar 
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem.kegiatan 
perpasaran/ritel yang berskala Mikro, Kecil, Menengah maupun 
Besar; 

b. bahwa dalam rangka melindungi kegiatan transaksi jual-beli Pasar 
Tradisional dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem maka 
perlu diatur jam operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan b, perlu merubah Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, 
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 

Mengingat 	1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa 
Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 
16 dan17, Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar clan 
Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar 
Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3214); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali teralchir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil 
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4866); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, 
Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah 
Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3381); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718); 

10 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

11 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang 
Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka Dengan 
Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang 
Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang 
Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 

12 Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan 
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko 
Modem; 

13 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 
5 Tahun 1992 tentang "Pekalongan Kota Batik" Sebagai Sesanti 
Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Pekalongan didalam 
Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran 
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Pekalongan Nomor 13 Tahun 
1992 Seri D Nomor 8); 

14 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2003 tentang 
Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan 
Nomor 40 tanggal 22 Nopember 2003 seri B Nomor 5); 

15 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pelayanan Terpadu (Lembaran Daerah Kota Pekalongan 
Tahun 2007 Nomor 5); 

16 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Keija Lembaga Teknis Daerah clan Satuan 

Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota 
Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6); 

17 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pekalongan 
(Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 7); 



Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 
tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modern; 

2. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Unit Pelaksanaan Tekhnis Dinas Daerah (Berita 
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 29); 

3. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modem (Berita Daerah Kota Pekalongan 
Tahun 2009 Nomor 38); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38 
TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN 
PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL. PUSAT PERBELANJAAN 
DAN TOKO MODERN. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem 
yang diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 38 diubah 
sebagai berikut : 

1. Pasal 1 ditambah 3 (tiga) angka, yaitu angka 17, 18 dan 19 sehingga secara keseluruhan 
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Kota adalah Kota Pekalongan. 

2. Walikota adalah Walikota Pekalongan. 

3. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dan i satu baik 
yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat 
perdagangan maupun sebutan lainnya. 

4. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk 
kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang 
dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi 
dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan 
melalui tawar menawar. 

5. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dan i satu atau beberapa 
bangtman yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan 
kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan 
barang. 

6. Toko adalah ban.gunan gedung dengan fiingsi usaha yang digunakan untuk menjual 
barang dan terdiri dan i hanya satu penjual. 

7. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis 
.barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, 
Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. 

8. Pengelolaan Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha 
dibidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian 
barang ke outlet yang merupakan jaringannya. 



9. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko 
Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha. 

10. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan 
ekonomi yang berskala milcro,kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

11. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha 
besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah elan usaha 
besar dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah. 

12. Syarat perdagangan (Trading Terms) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama 
antara pemasok dan Toko modern/Pengelolaan Jaringan Minimarket yang berhubungan 
dengan pemasok produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Modem yang 
bersangkutan. 

13. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disebut IUP2T, Izin Usaha Pusat 
Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut 
IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modem Yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. 

14. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Kota Pekalongan yang 
mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap 
zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. 

15. Pejabat penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat 
Perbelanjaan dan Ijin Usaha Toko Modern, yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit 
adniah Walikota Pekalongan. 

16. Surat Permohonan adalah surat permintaan penerbitan Izin usaha Pengelolaan Pasar 
Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modem. 

17. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan umum dengan ciri 
perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara 
berdayaguna. 

18. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi untuk angkutan setempat dengan ciri 
perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi. 

19. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan 
dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah. 

2. Pasal 3 ayat (3), diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berilcut : 
Dalarn penyelenggaraan penataan pusat perbelanjaan dan toko modern hams memenuhi 
persyaratan sebagai berikut : 

Pasal 3 

(1) Pendirian pasar tradisional atau pusat perbelanjaan atau toko modem selain minimarket 
harus memenuhi persyaratan ketentuan Peraturan Perundang -Undangan dan harus 
melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional 
dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan. 

(2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan 
UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : 

a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan; 
b. tingicat pendap-atan ekonomi rumah tangga; 

c. kepadatan penduduk; 
d. pertumbuhan penduduk; 
e. kemitraan dengan UMKM 1oka1; 
f. penyerapan Tenaga Kerja Lokal; 
g. ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisonal sebagai sarana bagi UMKM lokal; 



h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada; 
i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara hypermarket dengan 

pasar tradisional yang telah ada sebelumnya; dan 
j. tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility). 

(3) 
	

Dalam penyelenggaraan penataan pusat perbelanjaan dan toko modern hams memenuhi 
persyaratan sebagai berikut : 

a. minimarket berjarak minimal 0,5 (nol koma lima) Km dari pasar tradisional dan 0,5 
(nol koma lima) Km dad usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir kolektor/arteri; 

b. supermarket dan departement store berjarak minimal 1,5 (satu koma lima) Km dari 
pasar tradisional yang terletak di pinggir kolektor arteri; 

c. hypermarket dan perkulalcan berjarak minimal 2,5 (dua koma lima) Km dan i pasar 
tradisional yang terletak di pinggir kolektor/arteri; 

d. minimarket yang terletak di pinggir jalan lingkungan dengan luas gerai s/d 200 (dua 
ratus) m2, berjarak minimal 0,5 (nol koma lima) Km dan i pasar tradisional dan usaha 
keel sejenis; 

e. penempatan pedagang tradisional dalam rangka kemitraan dilarang menggunakan 
ruang milik jalan; 

f. jarak antara minimarket dalam satu ruas jalan minimal 1 (satu) Km. 

(4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten. 

(5) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melakukan kajian 
analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan. 

(6) 	Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
merupalcan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam 
mengajukan surat pennohonan. 

(7) Toko modern yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib 
memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(8) 
	

Toko modern sebagaimana dimaksud pacla ayat (7), dikecualikan untuk minimarket. 

(9) 
	

Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat 
Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan : 

a. kepadatan penduduk; 
b. perkembangan pemukiman baru; 
c. aksebilitas wilayah (anus lalu lintas); 
d. dukungan atau ketersediaan infrakstuktur; 
e. keberadaan pasar tradisional dan warung/toko di wilayah selcitar yang lebih kecil 

daripada minimarket tersebut. 

(10) Pendirian minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (9), diutamakan untuk 
diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi minimarket yang 
dimaksud. 

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3 A, sebagai berikut : 

Pasal 3 A 

(1) Waktu pelayanan pusat perbelanjaan dan toko modern dimulai pukul 10.00 WIB sampai 
dengan pukul 22.00 WIB. 

(2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional waktu pelayanan maksimal pukul 24.00 
WIB. 

(3) Jam kerja Ichusus selama 24 (dua puluh empat) jam diberikan hanya kepacla minimarket 
paling lama 2 (dua) hari kerja dalam seminggu. 



Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan. 

Ditetapkan di Pekalongan 
pada tanggal 2 Juni 2010 

WALIKOTA PEKALONGAN 

Cap. 
ttd.- 

MOHAMAD BASYM AHMAD 

Diundangkan di Pekalongan 
pada tanggal 2 Juni 2010. 

SEKRETARIS DAERAH 
KOTA PEKALONGAN 

Drs. DWI ARIE PUTANTO, M.Si 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19551212 198503 1 017 
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